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INTISARI

Judul skripsi : “Deskrispi Tentang Motif, Modus Dan Alasan Terjadinya
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Notaris”. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah : 1. Mengapa notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat?. 2. Apa
modus notaris melakukan tindak pidana pemalsuan saurat?. 3. Apa akibat hukum
dari tindak pidana yang dilakukan oleh notaris? Tujuan penelitian dari penulisan
ini adalah : 1. Untuk mengetahui alasan notaris melakukan tindak pidana pemalsuan
surat. 2. Untuk mengetahui modus notaris melakukan tindak pidana pemalsuan
surat. 3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh
notaris.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian
normatif. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku
melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Sedangkan variabel terikat adalah
putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang menjadi alasan
penyabab notaris melakukan tindak pidana adalah 1) terdakwa ingin mendapatkan
keuntungan, 2) terdakwa memperoleh upah, Modus terdakwa melakukan tindak
pidana yakni 1) Memalsukan surai terhadap akia auieniik, 2) Membuai perjanjian
jual beli yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan, 3) Membuat sertifikat hak
milik atas nama masyarakat. Akibat hukum yang timbul bagi terdakwa adalah 1)
terdakwa ditahan, 2) terdakwa di pidana penjara, 3) terdakwa membayar biaya
perkara, 4) Pemberian sanksi pemecatan pada Notaris, 5) Korban melakukan upaya
hukum untuk memperoleh kembali hak milik atas perbuatan yang dilakukan oleh
Notaris. Saran, (1) Perlunya pengawasan yang lebih menyelurh dari Dewan
Pengawas Notaris didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris, (2)
Masyarakat sebagai pengguna. jasa notaris diharapkan memberikan pelaporan
kepada Majelis Pengawas Notaris apabila dalam pemberian jasa notaris terdapat
pelanggaran.
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